
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

1. Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3265);

Mengingat

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubaban Kedua Atas
Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

a. babwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan
terkait dengan perlakuan terhadap penyusutan aset
tetap dan pendapatan diterima dimuka, perlu
mengubab Lampiran Peraturan Bupati Balangan
Nomor 41 Tabun 2015 ten tang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;

Menimbang

BUPATI BALANGAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH

TENTANG

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 39 TAHUN 2017

BUPATIBALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
dan Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
dan Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun
2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor21
Tahun 2011 tentang Perubaban Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010
Nomor5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4614);

6. Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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3. Ketentuan mengenai perhitungan Pendapatan diterima dimuka, dalam
Lampiran III pada bahasan Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO
ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pendapatan Diterima Dimuka diakui dengan menggunakan metode
pendekatan harian.

Perhitungan nilai penyusutan dihentikan pada aset tetap yang
secara permanen dihentikan atau dilepas dan aset tetap yang
dipindahkan ke pos aset lain-lain.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah
tidak memenuhi definisi aset tetap dan hams dipindahkan ke pos
aset lain-lain sesuai dengan nilai bukunya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

2. Ketentuan mengenai Penghentian dan Pelepasan dalam Lampiran III
pada bahasan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap ditambahkan
penjelasannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila
aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomimasa yang akan datang.

1. Ketentuan mengenai metode penyusutan dalam Lampiran III pada
bahasan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus
(straight linemethod)dengan periode penyusutan Tahunan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah, sebagai
berikut:

PasalI

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor55);

11. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
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BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2017 NOMOR39

H. M • .wAN SETIADY,SH
NIP. 197809292005011009

./
H:1RUSKARIADI

KEPALABAGIANHUKUM

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Juni 2017
S ARISDAERAH
gQ~:fEN BALANGAN,

.""

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Pasal II
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